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PERATURAN 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEW AN PERW AKIIAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR.t3 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN ANALlSIS JABATAN DI UNGKUNGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKilAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. ba hwa dalam ra ngka menja lanka n progra m Reformasi 

Birokrasi, khususnya penataan m a n ajemen sumber 

daya manusia di lingkungan Sekretaria t J endera l da n 

S a da n Kea hlia n Dewan Perw::lkila n Rakyat Republik 

Indonesia, diperlukan kegia tan Analisis J a ba ta n guna 

m emperoleh in formas i jaba tan Pegawai Negeri Sipil 

yan g menJamm objek tifitas, tra nsparan si, da n 

kesesuaia n a n tara tuntuta n tu gas dalam jaba tan 

den gan pegawai yan g akan mendudu ki jaba tan 

terse but; 

b. bahwa da la m melaksan a kan kegia ta n Ana lisis 

J a ba ta n s~bagaimana dima ksu d pada huru f a, perlu 
!v 



Mengingat 

menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang 

Pedoman Analisis Jabatandi Lingkungan Sekretaris 

J enderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 0 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 

Nomor 5121); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2003 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4332); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
~ 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Ta hun 2002 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta hun 2002 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4194); 

5. Pera turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentan g 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Ta hun 2003 Nomor 15, 

Tambahan Lemba ra n Negara Republik Indon esia 

Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 164); 

6. Pera tura n Pemerinta h Nomor 53 Tahun 2010 tentan g 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

7 . Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 20 15 tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 43); 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 

2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan ; 

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

12 Tahun 20 11 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Analis is Jabatan; 

10. Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
~ 
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Menetapkan 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Sekretaris J enderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2016; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN 

PERWAKILAN 

SEKRETARIS 

RAKYAT 

JENDERAL DEWAN 

REPUBLIK INDONESIA 

TENT ANG PED OMAN ANALISIS JABATAN DI 

LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat ini yang dimaksud dengan: 

1. Analisis J abatan adalah proses, metode dan teknik 

proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan 

penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan 

dan d isajikan untuk kepentingan program 

k epegawaian serta memberikan umpan balik bagi 

organ1sas1, tata laksana, pengawasan dan 

akun ta bili tas. 

2 . Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang 

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi. 

3. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi 

jabatan yaitu nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, 

kedudukan dalam struktur orgamsas1, ikhtisar 

jabatan, uraian tugas, bahan kerja, peralatan kerja, 
'Av 
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hasil kerja, tanggung j awab jabatan, wewenang 

jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, 

resiko bahaya, syarat jabatan, pengawasan, dan 

prestasi kerja yang diharapkan. 

4. Peta jaba tan adala h susunan nama dan tingkat 

jabatan struktural dan fungsional yang tergambar 

dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang 

paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. 

5. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan 

dala m suatu unit kerja menurut jenis dan peringkat 

yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 

unit kerja yang bersangkutan secara efektif dan 

efisien. 

6. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakila n Rakyat Republik Indon esia yan g 

selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah 

unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakya t 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perunda ng-undangan. 

Pasal2 

Men etapkan Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan 

Setjen dan BK DPR RI sebagaimana tercantum dalam 

Lampira n Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat ini. 

Pasal3 

Maksud disusunnya Pedoman Analisis J abatan di 

Lingkungan Setjen dan BK DPR RI adalah sebagai 

pedoman dalam melakukan Analisis Jabatan untuk 

kepen ting an kelem bag a an, kepega waian, 

ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas di 

lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 
}v 
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Pasal4 

Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Setjen dan BK 

DPR RI disusun dengan tujuan: 

1. untuk membantu pejabat yang berkepentingan dalam 

melakukan Analisis Jabatan dengan format-format 

data serta langkah yang akan dilakukan termasuk 

dalam perumusan hasil Analisis Jabatan untuk 

penataan kelembagaan , kepegawaian, 

ketatalaksanaan, serta pengawasan dan 

akuntabilitas; 

2. untuk membantu pejabat yang berkepentingan dalam 

melakukan penataan kepegawaian yang sekaligus 

memberikan umpan balik bagi penyempurnaan 

orgamsas1, tata laksan a, pengawasan dan 

akuntabilitas; dan 

3. untuk menJamm objektifitas, transparansi, dan 

kesesuaian anta ra tuntutan tugas dalam jabatan 

dengan pegawai yang akan menduduki jabatan 

terse but. 

Pasal 5 

Ruang lingkup Pedoman Analisis Jabatan d i Lingkungan 

Setjen dan BK DPR RI sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal 

Perwakilan Rakyat ini meliputi: 

a. Pelaksanaan Analisis Jabatan 

l} Persiapan; 

2} Pengumpulan data; 

3} Pengolahan data; 

4} Verifikasi data; dan 

5) Penetapan hasil Analisis Jabatan. 

b. Has il Analisis Jabatan. 

Dewan 
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Pasal6 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta, 

Pada tanggal 1 September 2016 

SEKRETARIS JENDERAL, 

Dr. ~~titi S., M.Si.J,, 
NIP. 19561125 198203 2 002 -
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LAMPI RAN 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN 

REPUBLIK 

PERWAKILAN RAKYAT 

INDONESIA NOMOR 13 

TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN 

ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 

KE AH LIAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

A. PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 

Pelaksanaan Analisis Jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan, 

yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi data, dan 

penetapan hasil akhir Analisis Jabatan. 

1. Persiapan 

Untuk pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Setjen dan BK 

DPR RI dibentuk Tim Penyusunan Analisis Jabatan (TPAJ). 

a. Tugas TPAJ 

Tugas TPAJ adalah: 

1) Melaksanakan pengumpulan data; 

2) Menyusun informasi jabatan; 

3) Melaksanakan pembahasan konsep informasi jabatan; 

4) Melaksanakan benchmarking terkait materi di dalam informasi 

jabatan; 

5) Memverifikasi data; 

6) Melaporkan hasil informasi jabatan yang telah disusun; dan 

7) Mendokumentasikan hasil informasi jabatan yang telah disusun. 
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b. Syarat keanggotaan TPAJ 

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota TPAJ adalah: 

1) Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang terkait dengan 

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, serta pengembangan 

sumber daya manusia; 

2) Telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis Analisis Jabatan; 

dan 

3) Syarat-syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat yang 

berwenang, seperti pengalaman dan kemampuan lain yang 

diperlukan dalam tim. 

c. Susunan keanggotaan TPAJ terdiri atas: 

1) Seorang Ketua merangkap anggota; 

2) Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan 

3) Paling kurang 11 (sebelas) orang anggota, termasuk ketua dan 

sekretaris. 

d. Kritcria jumlah TPAJ 

Untuk menjamin objektifitas dalam pelaksanaan Analisis Jabatan 

anggota TPAJ ditetapkan dalam jumlah ganjil. 

e . Ketua dan Sekretaris TPAJ 

Ketua dapat ditunjuk dari seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

atau Pejabat Administrator yang secara fungsional bertanggung jawab 

di bidang kepegawaian atau organisasi. Sekretaris TPAJ dapat ditunjuk 

paling rendah seorang Pejabat Pengawas yang memiliki kemampuan 

dan pengalaman teknis di bidang Analisis Jabatan. 

f. Tugas Ketua TPAJ adalah: 

1) Membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan; 

2) Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota TPAJ; dan 

3) Menyampaikan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan kepada 

Sekretaris Jenderal. 
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g. Tugas Sekretaris Tim adalah: 

1) Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya; 

2) Menyiapkan bahan diskusi; 

3) Menyelenggarakan diskusi; dan 

4) Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran 

pelaksanaan Analisis Jabatan. 

h. Tugas anggota Tim adalah: 

1) Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan; 

2) Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu 

dan menyusunnya menjadi informasi jabatan; 

3) Melakukan diskusi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan; dan 

4) Menyusun hasil akhir Analisis Jabatan. 

Sebelum pelaksanaan Analisis Jabatan sampai pada tahap kegiatan di 

lapangan, maka pimpinan unit yang unitnya akan dianalisis perlu 

diberitahu terlebih dahulu. Pemberitahuan hendaknya berisi tentang 

tujuan, jadwal pelaksanaan, dan bantuan peran scrta pimpinan unit 

beserta pegawainya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan 

Analis is Jabatan memperoleh dukungan dari unit kerja. 

2. Pengumpulan Data 

Kegiatan awal Analisis Jabatan adalah mengumpulkan data jabatan . 

Data yang utama adala h pelaksanaan tugas sehari-hari yang dikerjakan 

oleh pegawai. Pada tahap ini, TPAJ melakukan pengumpulan data untuk 

mendapatkan fakta-fakta dan keterangan dari pemegang jabatan, para 

pimpinan unit kerja, narasumber, serta sumber data lainnya seperti 

catatan harian pemegang jabatan, rencana kerja dan laporan 

pela ksanaan pekerjaan, visi dan misi organisasi, struktur organisasi dan 

tata kerja serta informasi kepegawaian lainnya. 

Sebagai landasan untuk melaksanakan analisis jabatan, perlu 

memperhatikan vis i dan misi organisasi, struktur organisasi, tata kerja, 

tugas pokok, dan fungsi, serta sumber data lainnya seperti rencana kerja, 
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laporan pelaksanaan pekerjaan, dan informasi kepegawaian lainnya 

sebagai sumber data yang berperan da lam penyusunan uraian jabatan 

dan syarat jabatan. 

Pengumpula n data dapa t dilakukan dengan cara: 

a . Menggunakan Daftar Pertanyaan 

Pengumpulan data m enggunakan daftar pertanyaan yaitu dengan cara 

responden m emberikan jawaban pada daftar perta nyaan yan g 

diberikan. Pelaksanaannya adalah: 

1) Menyebarka n daftar pertanyaan Analisis J abatan kepada responden. 

2) Memberika n penjelasan kepada responden tentang lSl daftar 

pertanyaan. Da lam pemberian penjelasan, sebaiknya responden 

d ikumpulka n dalam satu rua ngan. Butir d emi butir pertanyaan 

dijelaskan pengertian dan maksudnya, sehingga responden dapat 

mema hami maksud pertanyaan dan memudahkan memberikan 

jawabannya. 

3) Pengisian daftar pertanyaan oleh responden. Waktu yang disediakan 

untuk pengisian daftar pertanyaan h endaknya tidak terlalu lama 

yailu cukup 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, sehingga tidak berlarut-larut. 

4 ) Pengambilan daftar pertanyaan dari responden untuk dievaluasi. 

Dalam evaluasi, bila terdapat jawaban yang d ianggap kurang jelas 

dapat dikembalika n kepada responden untuk dilengkapi. 

5) Dalam penetapan responden hendaknya berkonsultasi dengan 

pimpinan u nit . Sebaiknya responden yang dipilih adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang menguasai pekerjaan da n dapat mewakili Pegawai 

Negeri Sipil yang ada. Daftar pertanyaan henda knya disusun secara 

sederhana, sehingga memudahkan responden memberikan jawaban. 

b. Wawancara 

Wawancara merupa kan tanya jawab a ntara pewawancara dengan 

responden . Pengumpulan data dengan cara wawancara adalah bertatap 

muka langsung dengan responden untuk m enanyaka n seluk beluk 

pekerjaan yang dilakukannya. Dalam pengumpulan data ini, Pegawai 

Negeri Sipil yang dijadikan responden adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

tela h dipilih sebelumnya. Pemilihan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan 

responden berkonsultasi dengan pimpinan unit. 
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c. Pengamatan Langsung 

Pengumpulan data dengan pengamatan langsung adalah melihat 

langsung Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan pekerjaannya. 

Pengamatan langsung ini biasa digunakan untuk pekerjaan yang 

sifatnya fisik. 

Pekerjaan fisik adalah pekerjaan dengan hasil kerja fisik atau 

kebendaan/material. Disamping itu, c1n pekerjaan fisik adalah 

pekerjaan yang banyak menggunakan tenaga fisik/jasmani dan sedikit 

menggunakan mental atau fikiran. 

d. Ref erensi 

Ref eren si yang d imaksud di sini adalah buku a tau dokumen yang 

dapat memberikan informasi tentang pekerjaan. Pengumpulan data 

dari referensi adalah pengumpulan data dari buku-buku atau 

dokumen, seperti laporan kegiatan unit kerja, surat-surat keputusan 

tentang organisasi, pedoman keorganisasian dan ketatalaksanaan, atau 

referensi lain yang berkaitan dengan misi, fungsi, tugas pokok unit, 

program kerja atau program pembangunan, dan kegiatan 

keorganisasia n lainnya. 

e. Gabungan Beberapa Cara 

Pengumpulan data dapat menggunakan lebih dari satu cara. 

Pengumpulan data yang baik adalah men ggunakan cara gabungan 

yang dapat saling melengkapi. Cara yan g paling efektif untuk 

pengumpulan data adalah gabungan antara pengumpulan data melalui 

daftar pertanyaan dengan wawancara. Daftar pertanyaan digunakan 

sebagai pengumpulan data awal. Sedangkan untuk melengkapi atau 

memperbaiki data yang kurang digunakan wawancara. Kemudian agar 

data dapat lebih valid lagi maka dapat dipergunakan referensi sebagai 

data pendukung. 

Perlu diperhatikan dalam pengumpulan data, bahwa data pokok 

yang dikumpulkan adalah data tentang tugas pokok dan fungsi unit 

kerja. Tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dicari penjabarannya dari 
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pelaksanaan tugas sehari-hari para Pegawai Negeri Sipil yang ada di unit 

kerja masing-masing. 

Selanjutnya dalam penunjukkan pegawa1 untuk dijadikan 

responden, hendaknya pimpinan memilih pegawai yang dapat mewakili 

unitnya. Kriteria pegawai yang dapat dijadikan responden ada lah : 

a. Pegawai yan g menguasai pekerjaan di unit kerjanya; 

b . Pegawai yang dapat menjelaskan progra m-program unit kerjanya; dan 

c . Pegawai yang mengerti tentang proses kerja di unit kerjanya. 

3. Pengola han Data 

Data yang telah dikumpulkan diolah untuk dirumuskan 

nomenklatur jabatannya dan disusun uraia n jabatannya. Pengolahan 

data diarahkan untuk kepentingan penyusunan peta jabatan, 

penyusunan uraian jabatan, penyusunan formasi pegawai dan 

kelembagaan , serta kepentingan m anaJemen lainnya utamanya 

manajemen kepegawaian. 

Selanjutnya dalam m en golah data ja batan untuk dijadikan rumusan 

nomenkla tur jabalan dan uraian jabatan, henda knya diperha tikan h a l-ha l 

sebagai berikut: 

1) Data tugas yang telah dikumpulka n da ri la pangan dikelompok

kelompokkan. Setiap kelompok tugas berisi tugas yang sejenis dan 

mempunyai ka itan proses untuk men ghasilka n keluaran (output) . 

2) Tugas yang tela h dikelompokkan dirumuskan nomenkla turnya menjadi 

nomenkla tur jabatan yang kemudian diberi nama yaitu nama jaba tan 

3) Setiap jabatan harus memenuhi kriteria: 

- Jumla h tu gasnya berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 12 (dua 

belas) tugas. Jika da lam unit kerja terdapat sekelompok tugas yan g 

spesifik, maka jumlah tugas dapat kurang dari 5 (lima) a tau lebih 

da ri 12 (duabelas). Namun harus diperhatikan bahwa jumlah tu gas 

untuk setiap jabatan henda knya mencakup volume kerja yang cukup 

minima l untuk 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil. 

- Tugas yan g satu dengan yang la in memiliki kaitan proses yang jelas. 

- Syarat ja batannya serasi, sejajar, dan wajar. 

- Dalam jabatan tersebut, tugasnya menyerap waktu kerja penuh. 
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Maksudnya adalah jumlah tugas yang menjadi rumusan da lam 

jabata n berisi volume kerja yang minimal dapat diduduki oleh 1 

(sa tu) orang Pegawai Negeri Sipil. 

4 . Verifikasi Data 

Verifikasi a dalah pen guJian kembali hasil olahan data, untuk 

memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan realitas 

pekerjaan di unit yang diana lisis. Verifikasi dilakukan dengan konfirmasi 

hasil Analisis Jabatan kepada pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan 

hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh TPAJ sebagai bahan 

pertimbangan pen entuan Analis is Jaba ta n. 

Pelaksanaan verifikasi tersebut adalah mengirimkan hasil olaha n 

data yang berupa rumusan nomenklatur jaba tan dan uraian jabatan 

kepada pimpinan unit untuk klarifikasi , koreksi, dan memperoleh 

masukan pen yempurnaan . Selain itu verifikasi dapat dilakukan melalui 

diskusi yang dihadiri oteh para analis jabata n, narasumber, pimpina n 

unit kerja yan g dianalisis, dan pihak-pihak terka it berkompeten 

dibidangnya. Diskusi diselenggarakan guna mendapatkan dukungan 

material dan formal dari pimpinan unit kerja yan g bersangkutan , berupa 

usul, saran, masukan, dan tanggapan-tanggapa n akan dipergunakan oleh 

TPAJ untuk menyempurnakan Analisis Jabatan. 

Setelah uraian jabata n disusun dan dilakukan verifikasi lapangan, 

maka perlu dipersiapkan penyusuna n Laporan Pelaksa naan Analisis 

Jabatan yang didalamnya memuat a nta ra lain rekomendasi a tas temuan 

lapangan. Rekomendasi berupa saran-saran penyempurnaan 

kelembagaan, penempatan pegawai, dan h a l-h a l la in yang khususnya 

berhubungan den gan kelembagaan dan kepegawaia n. 

5. Pen e tapa n Has il 

Hasil Analisis Jabata n dipresentasikan oleh TPAJ kepada pimpinan 

Setjen dan BK DPR R. Hasil pokok yan g dipresentasikan adalah uraian 

jabatan dan la pora n Analisis J abatan yang didalamnya terdapat 

rekomendasi atas temuan lapangan. Presentasi kepada p1mpman 

tujuannya untuk memperoleh masukan tindak lanjut dan memperoleh 

persetujuan pen gesahannya dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI. 
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B. HASIL ANALISIS JABATAN 

Hasil Analisis J abatan berupa Uraian J abatan yang terdiri dari: 

1. Nama Jabatan 

Nama Jabatan adalah sebutan untuk m emberi ciri dan gambaran 

atas isi j abatan , yan g berupa sekelompok tugas yan g melembaga atau 

menyatu dalam satu wadah jabatan. Na ma jaba tan dima ksudkan untuk 

membedakan antara jabatan yang satu dengan ja ba tan yang lain. 

Perumusan nama jabatan mendasarkan pa da tindak kerja, ba han 

kerja, perangkat kerja, dan hasil kerja. Syarat untuk merumuskan nama 

jabatan adalah: 

a. Ringkas, artinya tidak boleh panjang; 

b. Bersifat substantif, yaitu menggunakan kata benda; 

c. Menggunakan huruf kapital setiap huruf pertama pada setiap kata, 

kecuali kata sambung seperti "dan"; 

d. Jelas, artinya d a pat memberikan pen gertian yan g tepat bagi pembaca 

a tau yan g diajak bicara; da n 

e . Rumusan kata diambil duri kata-kata dalam h akckat Analisis J abatan 

ter sebut di atas . 

Untuk perumusan nama jabatan manajeria l atau jabatan struktural 

rumusan nomenkla turnya ditetapkan menurut nama unit kerjanya serta 

bers trata sesuai dengan yan g tercantum dalam struktur organisasi dan 

tata kerja unit organisasi yan g bersan gkuta n. Dengan demikia n rumusan 

nomenklatur untuk nama j abatannya mengikuti n a ma yang tertera da la m 

surat keputusa n pengangkata nnya. 

Contoh: 

a. Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Adminis tra si, Deputi Bidang 

Pers ida ngan, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian. 

b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi da n sebagainya. 

c. Kepa la Bagian Organisasi dan Ta ta Laksana, Kepala Bidang Data dan 

Teknologi Informasi, dan sebagainya. 

d. Kepala Sub Bagian Organisasi, Kepala Subbagian Tata Laksana, dan 

se bagainya. 

- 15 -



Untuk jabatan fungsional tertentu nama jabatan sesuai dengan 

ketentuan yang telah berlaku, seperti Peneliti, Arsiparis, Pustakawan, dan 

sebagainya. 

Untuk jabatan fungsion a l umum nama jabatan mencerminkan 

pekerjaan atau tugas-tugas yang dilaksanakan, seperti Analis Organisasi 

dan Tata Laksana, Penghimpun Bahan Organisasi dan Tata Laksana, 

Pengadministrasi Umum, dan sebagainya. 

2. Kode Jabatan 

Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang 

dibuat untuk mempermudah inventarisir jabatan dan pengadministrasian 

j abatan. Kode masing-masing jabatan didasarkan pada ketentuan Kode 

Jabatan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

3. Unit Kerja 

Unit Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR yang 

mempunya1 tugas, fungsi dan susunan organisasinya sesuai peraturan 

pcrundang- undangan. Pengisian informasi unit kerja menggambarkan 

tempat kedudukan jabatan yang bersangkutan berada di dalam unit kerja 

sesu ai dengan tingkatan eselon di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi 

Kedudukan dalam s truktur organisasi atau peta jabatan merupakan 

susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal 

menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta 

persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang 

ada dan kedudukannya dalam unit kerja. Dengan peta jabatan, maka 

seluruh unit kerja dapat dilihat jenis dan susunan jabatan yang ada di 

dalamnya. 

5 . Ikhtisar Jabatan 

Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan da ri tugas-tugas 

yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalima t yan g mencerminkan 

pokok-pokok tugas j a batan. 
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Penyusunan ikhtisar jabatan harus memenuhi kriteria: 

a. Apa yang dikerjakan, sebutkan pula obyek yang dikerjakan. 

b . Bagaimana cara mengerjakan. 

c. Mengapa tugas itu harus dikerjakan. 

Contoh: 

Ikhtisar jabatan Analis Organisasi dan Tata Laksana: 

Melaksanakan kegiatan analisis dan menyusun konsep organisasi dan 

tata laksana sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, agar 

h asil analisis dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas 

atasan dalam menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan 

keta talaksanaan. 

6. U raian Tu gas 

Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan 

upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi 

hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. Uraian 

tugas ditulis dengan singkat dan jelas. Dalam setiap jabatan bcrisi antara 

5 (lima) sampai 12 (dua belas) uraian tugas. Pada setiap uraian tugas 

dijelaskan tahapan pelaksanaan kegiatan. 

Penyusunan uraian tugas harus memenuhi kriteria: 

a. Apa yang dikerjakan dan sebutkan pula obyek yang dikerjakan. 

b. Bagaimana cara mengerjakan. 

c. Mengapa tugas itu harus dikerjakan. 

Contoh: 

Uraian tugas Analis Organisasi dan Tata Laksana: 

a. Menyusun konsep pedoman terkait organisasi dan tata laksana 

berdasarkan arahan atasan. 

Tahapan pelaksa naan tugas: 

1) Mengumpulkan peraturan perundang-unda ngan sebagai bahan 

penyusunan pedoman terkait organisasi dan tata laksana; 

2) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang tel ah 

dikumpulkan; 

3) Menyusun konsep pedoma n terka it organisasi da n tata la ksan a; 

- 17 -



4) Membahas konsep pedoman terkait organisasi da n tata laksana; 

5) Memperba iki konsep pedoman terkait organisasi dan tata laksana; 

dan 

6) Melakukan finalisasi konsep pedoman terkait orgamsas1 dan tata 

laksana. 

b. Menganalisis bahan penataan organisasi sesuai dengan prosedur yang 

berlaku agar dapat ditindaklanjuti sebagai bahan penataan organisasi. 

Tahapan pelaksanaan tugas: 

1) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan da n bahan terkait 

penataan organisasi; 

2) Mempelajari dan menggali data bahan terkait penataan organisasi; 

3) Menyusun konsep penataan organisasi; 

4) Membahas konsep penataan organisasi; 

5) Memperbaiki konsep penataan organisasi; dan 

6) Melakuka n finalisasi konsep penataan organisasi. 

c. Melakukan penyusunan Analisis Jabatan sebagai bahan usulan atasan 

untuk kepentingan kepegawaian dan organisasi. 

Tahapan p elaksanaan tugas: 

1) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan terkait 

penyusunan Analisis Jabatan; 

2) Mem pelajari dan menggali data baha n penyusunan Analisis 

Jabatan; 

3) Menyusun konsep Analisis Jabatan; 

4) Membahas konsep Analisis Jabatan; 

5) Memperbaiki konsep hasil Analisis Jabatan; dan 

6) Melakukan finalisasi konsep hasil Analisis Jabatan. 

d. Melakukan analisis beban kerja sebagai bahan usulan atasan dalam 

perencanaan kepegawaian, penyusunan organisasi dan penataan 

pegawai. 

Tahapan pelaksanaan tugas: 

1) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan terkait 

penyusunan analisis beban kerja; 

2) Mempelajari dan menggali data bahan penyusunan analisis beban 

kerja; 
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3) Menyusun konsep analisis beban kerja; 

4) Membahas konsep analisis beban kerja; 

5) Memperbaiki konsep hasil analisis beban kerja; dan 

6 ) Melakukan finalisasi konsep hasil analisis beban kerja. 

e. Melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan sebagai bahan 

usulan atasan dalam perencanaan kepegawaian dan penataan pegawai. 

Tahapan pelaksanaan tugas: 

1) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan terkait 

penyusunan standar kompetensi jabatan; 

2) Mempelajari dan menggali data bahan penyusunan standar 

kompetensi jabatan; 

3) Menyusun konsep penyusunan standar kompetensi jabatan; 

4) Membahas konsep penyusunan standar kompetensi jabatan; 

5) Memperbaiki konsep penyusunan standar kompetensi jabatan; dan 

6) Melakukan finalisasi konsep penyusunan standar kompetensi 

jabatan. 

7. Bahan Kerja 

Bahan Kerja adalah masukan atau sesuatu yang diolah atau sesuatu 

yang diproses dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan untuk memperoleh 

hasil kerja. Bahan kerja terdiri atas data, orang, benda yang berwujud 

atau tidak berwujud yang merupakan suatu masukan untuk diproses 

menjadi hasil kerja . 

Contoh: 

Bahan kerja Analis Organisasi dan Tata Laksana: 

No. I Bahan Kerja I Penggunaan dalam Kerja 

a. Disposisi/ perintah atasan Petunjuk kerja. 

b. Kertas Cetak Un tuk mencetak konsep 

surat/ memo / la po ran 

c. Peraturan perundang- Dasar hukum dalam pelaksanaan 

undangan terkait tu gas 

d. Pedoman kerja Petunjuk kerja 

e. Lapora n Singkat Laporan hasil rapat 

f. Data informasi/ masukan Pengambilan kepulusan 
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8. Perangkat Kerja 

Perangkat Kerja a da lah mesm , perka kas, pera latan kerja, dan alat kerja 

la innya yang dipergunakan untuk memproses ba han kerj a menjadi has il 

kerja. 

Contoh: 

Perangkat kerja Analis Organisasi dan Tata La k sana: 

No. 1 Perangkat Kerja Digunakan untuk Tugas 

a. Komputer, printer Untuk menyelesaikan tugas kedinasan 

b. ATK Untuk menunjang pelaksanaan tugas 

c. Alat komunikasi Untuk menunjang pelaksanaan tugas 

9. Hasil Kerj a 

Hasil Kerja adala h produk berupa barang, jasa, dan informas i yan g 

dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas dengan menggunakan 

bahan kerja dan pera latan kerja da lam waktu dan kondisi tertentu, dapat 

bersifat manajeria l maupun non manajeria l. 

Contoh: 

Hasil kerja Analis Organisasi dan Tata Laksana: 

a . Konsep pedoma n terkait organisasi dan tata la ksana. 

b. Konsep naskah a kademik penataan organisasi da n tata laksana. 

c. Konsep informas i ja batan. 

d. Konsep analisis beban kerj a. 

e . Konsep standar kompetensi jabatan. 

f. Dan seterusnya. 

10. Tanggung J a wa b 

Tanggung Jawab adalah nncian a tas segala sesuatu yan g 

dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi-segi 

tanggung j awab yang d iembannya. Tanggung j awab m erupakan tuntutan 

jabatan terhadap kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik

baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas 

keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, selain itu 
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bertanggung j awab terhadap bahan kerja yang diolah, a lat kerja yang 

digunakan, h asil kerja yang diperoleh, lingkun gan kerja, dan kepada 

orang lain. Beberapa kata kunci yang dapat dipakai untuk 

menggamba rkan tanggung jawab jabatan misalnya keakuratan, 

kelancaran, kerahasiaan, kebenaran, kesesuaian, ketepatan, 

kesela matan, kerapihan, keama na n , kualitas, kuantitas, keutuhan, 

kelengkapan, keefektifan, kelayakan, keindaha n, dan keharmonisan. 

Contoh: 

Ta nggung jawab Ana lis Organisasi dan Tata La k sana: 

a. Ketepatan hasil analisis organisasi mengenai kelembagaan. 

b. Ketepata n h asil analisis mengen a i jabatan. 

c. Ketepatan hasil analisis ketata la ksanaan. 

11. Wewen a n g 

Wewenang adala h hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk memilih, 

men gambil sikap, atau tindakan terten tu dalam mela ksanakan tugas, dan 

mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, 

guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Pegawai Negeri Sipil 

h a nya dapa t memikul tanggung j awab apabila diberikan wewenang yang 

memadai. Beberapa kata kunci yang dapat digunakan untuk 

men ggambarkan wewenang sutau jabatan misalnya meminta, menolak, 

memberikan, memutuskan, mengeluarkan, menggunakan, menentukan , 

menetapka n, menegur, memotivasi, dan menila i. 

Contoh: 

Wewenang Kepala Bagian Organisasi dan Tata La ksana: 

a. Meminta hasil pelaksanaan kegiatan penataan organisasi da n tata 

laksana di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

b. Menolak usulan kegiatan penataan orgamsas1 dan ta ta laksan a di 

lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

c. Memberikan persetujuan pelaksanaan kegia tan penataan orgamsas1 

dan tata laksana di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

d. Menila i pelaksanaan kegiatan penataan organisasi dan tata laksana di 

lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 
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12. Korelasi Jabatan 

Korelasi jabatan adalah hubungan kerja antara jabatan yang satu dengan 

jabatan yang lainnya ataupun orang lain yang berhubungan dengan 

jabatan tersebut, hubungan tersebut dapat dilakukan secara vertikal, 

horisontal, dan diagonal baik di da lam maupun di lua r Setjen dan BK 

DPR RI dan untuk tugas dan/ a tau dalam hal apa hubungan kerja 

terse but dilaksanakan. 

Contoh: 

Korelasi jabatan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana: 

No. Jabatan Unit Kerja/ Instansi Dalam Hal 

a. Kepala Biro Biro Kepegawaian Menerima arahan, 

Kepegawaian dan dan Organisasi tugas melaporkan 

Organisasi pelaksanaan tugas 

Kepala Bagian di Bagian di Koordinasi 

lingkungan Setjen lingkungan Setjen 

dan BK dan BK 

b. Kepala Subbagian Subbagian di Memberi arahan, 

dilingkungan lingkungan Bagia n tugas, men erima 

Bagian Organisasi Organisasi dan Tata la po ran 

dan Tata Laksana Laksana pelaksanaan tugas 

c. Kepala Bagian Bagian terkait di Koordinasi 

terkait di Kernen pan dan RB, 

Kernen pan dan BKN 

RB,BKN 

13. Kondisi Lingkungan Kerj a 

Kondisi lingkungan kerja merupa kan gamba ran tenta ng kondisi tempat 

beserta lingkungan di sekitar tempat kerj a Pegawai Negeri Sipil da lam 

melaksanakan tugas-tugas jabatan mengolah bahan kerja dengan 

peralatan kerj a m enjadi hasil kerja yan g meliputi aspek keadaan tempat 

kerja, udara, suhu, cah aya, suara, getaran, dan letak. 
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Contoh: 

Kondis i lingkungan kerja Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana: 

No. Aspek Faktor 

a. Tempat kerja Dalam ruangan tertutup 

b. Suhu Ber-AC 

c. Udara Sejuk 

d. Keadaan rua ngan Cukup 

e. Letak Di da lam Gedung 

f. Penera ngan Ba ik 

g. Suara Tidak bising 

h. Keadaa n tempat kerja Baik 

1. Geta ran Tidak Ada 

14. Resiko Bahaya 

Resiko bahaya adalah kejadian atau keadaan atau risiko atas bah aya 

yang mungkin timbul dan menimpa Pegawai Negeri Sipil pada waktu 

melaksanakan tugas jabatannya, dapat berupa risiko bahaya terhadap 

fisik atau m enlal. Risiko bahaya fisik dapat berupa kecelakaan yang 

menimbulkan cacat terhadap anggota tubuh atau meninggal dunia. 

Sedangkan risiko bahaya mental da pat berupa terganggunya mental atau 

kejiwaan seorang pegawai. 

Contoh: 

Resiko bahaya Analis Organisasi dan Tata Laksana: 

No. Fisik / Mental Penyebab 

1. Kesehatan mata Terlalu sering menggunakan 

menurun komputer sebagai alat kerja. 

2. Stress Tekanan pekerjaan 

15. Syarat Jabatan 

Syarat J abatan ada lah syarat yang h aru s dipenuhi atau dimiliki oleh 

seseorang untuk m enduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan 

tugas dengan baik. Syarat jabatan merupakan tuntutan kemampuan 

kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang 

diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, 
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pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan 

fisik. Syarat jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus 

dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan seperti pendidikan, pelatihan, 

pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, serta syarat 

psikologi. 

Syarat j abatan m erupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pegawai 

Negeri Sipil untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan. 

Syarat jabatan terdiri atas pangkat/ golongan ruang, pendidikan, 

kursus/ diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, 

bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan 

fungsi pekerja. 

a. Pangkat/ Golongan Ruang 

Pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan untuk 

menduduki suatu jabatan. 

Contoh: 

Pangkat/ golongan ruang pada jabatan Analis Organisasi dan Tata 

Laksan a adalah Penata Muda/III.a. 

b. Pendidikan 

Pendidikan formal minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki 

suatu jabatan. 

Contoh: 

Pendidikan pada Analis Organisasi dan Tata Laksana adalah Sarjana 

Strata 1. 

c. Kursus/Diklat 

Pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

kemampuan manajerial dan non manajerial, seperti kemampuan di 

bidang manajerial , teknis tertentu, dan pengetahuan lainnya sesuat 

dengan syarat pekerjaan dengan memperhatikan fungsi pekerjaannya. 

Contoh: 

Kursus/ diklat pada Analis Organisasi dan Tata Laksana: 

Penjenjangan : Pra Jabatan 
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Teknis 

d. Pengalaman Kerj a 

Analisis Jabatan, Evaluasi J abatan , Analisis Beban 

Kerja, Penyusunan Kompetensi Jabatan, 

Manajemen Bisnis Proses, Penyusunan SOP, MS 

Office, MS Visio. 

Pengalaman k erj a merupakan pengembangan pengetah uan, 

keterampila n kerja, sikap mental, kebiasaan mental dan fisik yang 

tidak diperoleh dari pelatihan, tetapi diperoleh dari masa kerja 

sebelumnya dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan 

pekerjaan jabatan saat ini. 

Contoh: 

Pengalaman kerja pada ja batan montir adalah 1 (satu) tahun di bidang 

pemeliharaan kendaraan. 

e. Pengetahuan Kerja 

Pengetahu an merupakan akumulasi hasil proses pendidikan formal 

atau informal yang dimanfaatkan oleh Pegawai Ncgeri Sipil di dalam 

pemecahan masalah, daya cipta serta dalam pelaksanaan tugas 

pekerjaan. 

Contoh: 

Pengetahuan kerja pada jabatan Analis Organisasi dan Tata Laksana 

adalah pengetahuan mengenai Bahasa Asing, Peraturan Perundang

U ndangan di bidang Kepegawaian, Penataan Organisasi, Kelembagaan, 

dan Tata laksan a. 

f. Keterampilan Kerja 

Keterampilan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis 

operasional Pegawai Negeri Sipil dalam suatu bidang tugas pekerjaan 

tertentu. 

Contoh: 

Keterampilan kerj a pada jabatan Teknisi Elektrikal adalah pengetahuan 

mengenai wiring diagram kelistrikan dan instalas i kelistrikan. 
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g. Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap pegawai yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas jabatannya sehingga dapat mencapa i kinerja 

terbaik. Kompetensi masing-masing jabatan didasarkan pada 

ketentuan tentang standar kompetensi di lingkungan Setjen dan BK 

DPR RI. 

Contoh: 

Kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan Kepala Bagian 

Organisasi dan Tata Laksana adalah sebagai berikut: 

Kompetensi inti 1) Integritas level 3 

Kompetensi 

manajerial 

Kompetensi teknis 

Kompetensi sosial 

kultural 

h. Bakat Kerja 

2) Profesional level 3 

3) Akuntabel level 3 

1) Kepemimpinan level 3 

2) Perencanaan level 3 

3) Berpikir analitis level 3 

1) Analisis Jabatan level 4 

2) Manajemen Organisasi level 4 

3) Standard Operating Procedures 

level 4 

4) Proses Bisnis level 4 

1) Wawasan Kebangsaan level 3 

2) Mengelola Keberagaman level 3 

3) Adaptasi Terhadap Perubahan 

level 3 

Bakat kerja merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial 

yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari, memahami 

beberapa tugas atau pekerjaan. Berikut merupakan tabel daftar bakat 

kerja: 
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Ko de Arti 

G Inteligensia Kemampuan belajar secara umum. 

v Bakat verbal Kemampuan untuk memahami arti 

kata-kata dan penggunaannya secara 

tepat dan efektif. 

N Numerik Kemam puan un tuk melakukan operasi 

arithmatik secara tepat dan akurat. 

s Pandangruang Kemampuan berpikir secara visual 

mengena1 ben tuk-ben tuk geometris, 

untuk memahami gambar-gambar dari 

benda-benda tiga dimensi. 

p Penerapan Kemampuan menyerap penncian-

bentuk perincian yang berkaitan dalam objek 

atau dalam gambar atau dalam baha n 

grafik. 

Q Ketelitian Kemampuan menyerap permc1an yang 

ber-kaitan dalam bahan verbal a tau 

dalam tabel. 

K Koordinasi motor Kemampuan untuk mengkoordinir mata 

dan tangan secara cepat dan cerma t 

dalam membuat gerakan yang cepat. 

F Kecekatan jari Kemampuan menggerakkan jari-jemari 

dengan muda h dan perlu keterampilan. 

E Koordinasi ma ta, Kemampuan menggerakkan tangan dan 

tangan, kaki kaki secara koordinatif satu sama lain 

sesuai dengan rangsangan penglihatan. 

c Membedakan Kemampuan m emadukan a tau 

warn a membedakan berba gai warna yan g a sli, 

yan g gemerla pa n . 
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Ko de Arti 

M Kecekatan tangan Kemampuan menggerakkan tangan 

dengan mudah dan pen uh 

keterampila n. 

Contoh: 

Bakat kerja pada Analis Organisasi dan Tata Laksan a: 

G = lntelegensia 

V =Verbal 

Q = Keteli tia n 

i. Tempera men Kerja 

Temperamen kerja merupakan syarat kemampuan penyesuaian diri 

yang hams dipenuh i Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan sifat pekerjaa n. 

Berikut merupakan tabel daftar temperamen kerja: 

Ko de Arti 

D Kemampuan menyesuaikan diri m enerima tanggung jawab 

untuk kegiatan memimpin, mengendalikan a tau 

merencanakan. 

F Kemampua n m enyesuaikan diri dengan kegiatan yang 

mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta d ari 

sudut pandangan pribadi. 

1 Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 

mem pengaruh i orang lain da la m penda pa t , s ikap , a tau 

pertimbangan mengenai gagasan. 

J Kemampuan menyesu aikan diri pad a kegiatan perbuatan 

kesimpulan penila ian a tau pembuatan peraturan 

berdasarkan kri teria rangsangan indera a tau atas dasar 

pertimbangan pribadi. 

M Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan 

pengambila n peraturan, pembuatan pertim bang an, a tau 

pembuatan pera turan berdasarkan kriteria yang diukur 

a ta u yan g dapa t diuji. 
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Ko de Ar ti 

p Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan 

dengan orang lain le bih dari hanya penerimaan dan 

pembuatan instruksi. 

R Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan 

yang berulang, atau secara terus menerus melakukan 

kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, 

urutan atau kecepatan yang tertentu. 

S Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan 

ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, 

kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan 

kecepatan kerja dan perhatian terus menerus merupakan 

keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan. 

T Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang 

menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat 

batas, toleransi atau standar-standar tertentu. 

V Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan 

berbagai tugas, senng berganti dari tugas yang satu ke 

tu gas yang lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa 

kehilangan efisiensi atau ketenangan diri . 

Contoh: 

Temperamen kerja pada Analis Organisasi dan Tata Laksana: 

M = Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 

peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan 

peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat 

diuji. 

R = Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan 

yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan 

yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau 

kecepatan yang tertentu. 

J. Minat Kerja 

Mina t kerja merupakan kecenderungan m emilik i kemau a n, keingina n , 

da n kema mpuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan den gan ba ik 
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berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Berikut 

merupakan tabel daftar minat kerja: 

Ko de Arti 

l.a Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan benda-benda dan obyek-obyek. 

l.b Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

komunikasi data. 

2 .a Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

orang dalam niaga. 

2. b Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah 

dan teknik. 

3 .a Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit & 

teratur. 

3.b Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan 

kreatif. 

4.a Piliha n melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap baik 

bagi orang lain. 

4.b Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

mesin dan teknik. 

5 .a Pilihan melakukan kegiatan yang menghasil-kan 

pengh argaan dari pihak orang la in. 

5.b Pilihan melakukan kegiatan yang menghasil-kan kepuasan 

nyata dan dengan proses. 

Contoh: 

Minat kerja untuk jabatan Analis Organisasi dan Tata Laksana: 

l.a Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek. 

2 .a Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

orang dalam niaga. 

3.b Pilihan melakukan kegiatan yang bersifat abstrak dan 

kreatif. 
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k. Upaya Fisik 

Upaya fisik merupakan gambaran penggunaan anggota tubuh dalam 

melaksanakan tugas jabatan. Penggunaan anggota tubuh dalam upaya 

fisik adalah penggunaan mata, telinga, hidung, mulut, tangan jari, 

bahu, kaki, dan pinggang. Berikut merupakan upaya fisik: 

Ko de Ar ti 

Berdiri Ber ad a di suatu tern pat dalam 
.. 

tegak pos1s1 

ditempat tanpa pindah ke tempat lain. 

Berjalan Bergerak dengan jalan kaki. 

Duduk Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk 

bias a . 

Mengangkat Menaikkan a tau menurunkan benda di satu 

tingkat ke tingkat la in (termasuk menarik ke 

a tas). 

Membawa Meminda hkan benda, umumnya dengan 

menggunakan tang an, lengan a tau bahu. 

Mendorong Menggunakan tenaga untuk memindahkan benda 

menjauhi badan. 

Menarik Menggunakan tenaga untuk memindahkan suatu 

benda ke arah badan (termasuk menyentak atau 

merenggut). 

Memanjat Naik atau turun tangga, tiang, lorong dan Iain-

lain dengan menggunaka n kaki , tangan, dan 

kaki. 

Menyimpan Agar tidak ja tuh bada n waktu berjalan, berdiri, 

imbangan/ membungkuk, a tau berlari di a tas tempat yang 

mengatur agak sempit, licin dan tinggi tanpa a lat pegangan, 

imbangan a tau mengatur imbangan pada waktu melakukan 

olah raga senam. 
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Ko de Ar ti 

Menunduk Melengkungkan tu buh dengan cara melekukkan 

tulang punggung dan kaki. 

Berlutut Melengkungkan paha kaki pad a lutut dan 

berdiam di suatu tempat dengan tu buh dia tas 

lutut. 

Membungkuk Melengkungkan tubuh dengan car a meleng-

kungkan tulang punggung sampai kira-kira 

sejajar dengan pinggang. 

Merangkak Bergerak dengan menggunakan tangan dan lutut 

atau kaki dan tangan. 

Menjangkau Mengulurkan tangan dan lengan ke JUrusan 

tertentu. 

Memegang Dengan satu a tau dua tangan mengukur, 

menggenggam, memutar dan lain sebagainya. 

Bekerj a Memungut, menjepit, menekan dan lain 

dengan j ari sebagainya dengan menggunakan jari (berbeda 

dengan "memegang" yang terutama menggunakan 

seluruh bagian tangan). 

Meraba Menyentuh dengan Jan a tau telapak tangan 

untuk mengetahui sifat-sifat benda seperti, suhu, 

bentuk. 

Berbicara Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan 

agar da pat di pahami. 

Mendengar Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya 

suara. 

Melihat Usaha mengetahui dengan menggunakan mata. 

Ketajaman Kejelasan penglihatan dalam jarak lebih dari 5 

jarakjauh meter. 

Ketajaman Kejelasan penglihatan kejelasan dalam jarak 

jarak dekat kurang dari 5 meter. 
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Ko de Arti 

Pengamatan Penglihatan dalam 3 dimensi, untuk menetapkan 

secara hubungan antara jarak, ruang serta cara melihat 

mendalam benda dimana bend a terse but berada dan 

se bagaimana adanya. 

Penyesuaian Penyesuaian lens a ma ta untuk melihat suatu 

lensa mata benda yang sangat pen ting bi la melaksanakan 

pekerjaan yang perlu dengan melihat benda-

benda dalam jarak dan arah yang berbeda. 

Meli hat ber- Membedakan warn a yang terdapat dalam 

bagai warna pekerjaan. 

Luas Melihat suatu daerah pandang, ke a tas dan ke 

bawah pan dang a tau ke kanan a tau ke kiri 

sedang mata tetap berada di titik tertentu. 

Contoh: 

Upaya fisik untuk jabatan Analis Organisasi dan Tata laksan a 

ada lah berdiri, berjalan, duduk, dan berbicara. 

l. Kondisi Fisik 

Kondisi tertentu yang diperlukan oleh pemangku jaba tan agar da pat 

melakukan tugas jabatan dengan baik, syarat kondisi fi sik terdiri dari: 

a) Jenis kelamin yang diperbolehkan untuk memangku jabatan; 

b) Umur tertentu yang disyara tkan; 

c) Tinggi badan tertentu ; 

d) Berat badan tertentu; 

e) Postur tubuh 

f) Penampilan, faktor lain seperti sikap ramah, suara merdu, tegas, 

lemah lembut, pendiam dan la in la in. 

Contoh: 

Kondisi fi sik yang dipersyaratkan untuk jabatan Protokol adalah 

sebagai berikut: 

a ) J enis kelamin : Laki-laki/Perempuan 

b) Umur 
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c) Tinggi 

d) Berat badan 

e) Postur tubuh : Tegap 

f) Penampilan : Berpenampilan rapi dan sopan. 

m. Fungsi Jabatan 

Fungsi jabatan m enggambarkan tingkat hubungan Pegawai Negeri Sipil 

dengan objek d a la m melaksanakan pekerjaannya yan g meliputi tingkat 

hubungan pemegang j abata n dengan data, oran g, dan benda. Berikut 

merupakan gambaran fungsi jabatan 

1) Tingkat Hubungan Pemegang J abatan Dengan Data 

DO = Memadukan data Menyatukan atau memadukan 

hasil a nalisis data untuk 

menemukan fakta menyusun 

karangan atau mengembangkan 

konsep, pengetahuan, 

interprestasi, menciptakan 

gagasan den gan men ggunakan 

D 1 = Mengkoordinasika n Menentuka n waktu, tern pat a tau 

data uruta n operas1 yang akan 

dilaksanakan atau tindakan 

yang h arus diambil berdasarka n 

D2 = Menganalisis data 

hasil analisa data, 

melaksanakan ketentu an atau 

melaporkan kejadian dengan 

cara m enghubung-hubungkan 

men can kaitan serta 

membandingkan data setelah 

data tersebut dianalisa. 

Mempelajari, mengura1, mermc1 

dan menilai data untuk 

mendapatkan kejelasan, atau 

menyajikan tindakan a lternatif. 
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D3 = Menyusun data Mengerjakan, menghimpun atau 

mengelom-pokkan tentang data, 

orang atau benda. 

D4 = Menghitung data Mengerjakan perhitungan 

aritmatik (tambah , kurang, bagi) 

mencacah tidak termasuk 

didalamnya. 

D5 = Menyalin data Menyalin, mencatatatau 

memindahkan data. 

D6 Membandingkan Mengidentifikasikan persamaan 

data atau perbedaan sifat - sifat data, 

orang a tau benda yang dapat 

diamati secara langsung, serta 

secara fisik, dan sedikit sekali 

memerlukan upaya mental. 

2) Tingkat Hubungan Pemegan g J abatan Dengan Orang 

00 = Menasehati Memberi bimbingan, sara n, 

konsultasi a tau naseh a t kepada 

perorangan a tau instansi dalam 

pemecahan masalah berdasarkan 

disiplin ilmu, spiritual, a tau 

prinsip - prinsip keahlian lainnya. 

01 = Berunding Menyelesaikan masalah tukar 

menukar dan beradu pendapat, 

argumen, gagasan, dengan pihak 

lain membuat keputusan. 

02 = Mengajar Melatih ora ng lain dengan 

memberikan penjelasan, peragaan, 

bimbingan teknis, a tau 

memberikan rekomenda si ata s 

dasar disiplin yang bersifat teknis . 
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03 = Menyelia 

04 = Men ghibur 

05 = Mempengaruhi 

06 = Berbicara 

memberi tanda 

07 = Melayani orang 

08 = Menerima 

instruksi 

Menen tukan a tau menafsirkan 

prosedur ker-ja, m embagi tugas, 

menciptakan dan meme-lihara 

hubungan yang harmon is diantara 

bawahan 

efis iensi. 

dan meningkatkan 

Menghibur orang lain , biasanya 

menggu-nakan media panggung, 

film, televisi dan radio . 

Mempengaruh i orang lain untuk 

memperoleh keuntungan dalam 

benda, jasa atau pendapat. 

- Berbicara atau memberi tanda 

kepada orang lain untuk meminta, 

memberi informasi atau untuk 

mendapatkan 

reaksi yang 

konseptual. 

Memenuhi 

ta n ggapan 

sifatnya 

kebutuhan 

a tau 

tidak 

a tau 

permintaan orang lain atau hewan, 

ba ik yang dinya-takan atau yang 

tidak langsung dinyatakan tetap 

h a rus dilaksanakan menurut 

keten- tuan. Fungsi m1 diperlukan 

pengetahuan dan keterampilan 

khusus untuk melaksan a-kannya. 

Membantu melaksanakan kerja 

berdasarkan perintah atasan yang 

tidak memerlukan tanggapan. 

3) Tingkat Hubungan Pemegang Jabatan Dengan Benda 

BO = Memasang mesin Menyesuaikan mes1n untuk 

melakukan suatu pekerjaan 

tertentu dengan memasang, 
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81 = Mengerjakan 

pers1s1 

82 = Menjalankan -

mengontrol mesin 

83 = Mengemudikan/ 

menjalankan 

mes1n 

84 = Mengerjakan 

benda dengan 

tangan atau 

perkakas 

85 = Melayani mesin 

86 = Memasukkan, 

mengeluarkan 

barang ke / dari 

mengubah komponen-

komponennya atau memperbaiki 

mesin menurut standar. 

Menggunakan anggota badan atau 

perkakas untuk mengerjakan, 

memindahkan, menga-rahkan 

atau menempatkan obyek secara 

tepat sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan dengan toleransi 

yang kecil. 

Menghidupkan, menyetel, 

mengatur kerja dan menghentikan 

mesm serta mengamati berbagai 

alat petunjuk pada mesin. 

Menghidupkan, menghentikan, 

mengatur jalan mesm a tau 

peralatan yang arahnya harus 

dikemudikan untuk memproses 

atau memindahkan benda atau 

orang. Dalam fungsi m1 mesm 

sifatnya bergerak atau berjalan. 

Menggunakan anggota badan, 

seperangkat alat perkakas tangan 

atau alat-alat khusus untuk 

mengerjakan, menggerakkan, 

menga-rahkan atau menempatkan 

benda. 

Menghidupkan, menghentikan dan 

mengamati kerja mesm beserta 

peralatannya. 

Menyisipkan, memasukan, 

mencelupkan atau menempatkan 

bahan ke dalam a tau 
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mes1n memindahkan dari mes1n, a tau 

dari peralatan otomatis , atau yang 

dilayani, a tau yang dioperasikan 

oleh karyawan- karyawan lainnya. 

87 = Memegang Menggunakan anggota badan , 

perkakas tangan atau a lat khusus 

la in dalam m engerj akan, 

memindahkan a tau membawa 

benda. 

Contoh: 

Fungsi jabatan pada Ana lis Organsiasi dan Tata Laksana: 

02 = Menganalisis data 

08 = Menerima instruksi 

87 = Memegang 

16. Pengawasan 

Di dalam informasi tentang pen gawasan menggarnbarkan jeni:s dan 

frekuensi pengawasan yang diterima pemegan g jabatan dari atasan 

langsung d an dari lua r unit kerja serta jenis dan frekuensi pengawasan 

yang diberika n pemegang jabatan kepada bawahan langsun gnya. 

Contoh: 

Pengawasan pada jabatan Kepa la Bagian Organisasi dan Tata Laksana: 

a . Dari Atasan Langsun g 

Frekuensi 
Jenis Pen gawasan Jabatan 

Pen gawasan 

Pelaksanaan tugas Kepa la Biro Mingguan 

pokok Kepegawaia n dan 

Organisasi 
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b. Kepada Bawahan Langsung 

Frekuensi 
Jenis Pengawasan Jabatan 

Pengawasan 

Pelaksanaan tugas Kepala Subbagian di Harian 

pokok dan tugas lingkungan Bagian 

tambahan Organisasi dan Tata 

Laksana 

c . Jabatan di luar Unit Kerja Sendiri 

Frekuensi 
Jenis Pengawasan Jabatan 

Pengawasan 

Pelaksanaan kinerj a Inspektur I Triwulan 

dan anggaran 

17. Prestasi Kerja yang diharapkan 

Di dalam informasi tentang prestasi kerja yang dihara pkan merupakan 

gambaran hasil kerja yang dihasilkan denga n efisiensi dan efektifitas 

yang optimal dengan meningkatkan jumlah dan/ atau menurunkan 

waktu. 

Contoh: 

Prestasi kerja yang diharapkan untuk jabatan Pengadministrasi Umum 

No Hasil Kerja Jumlah Satuan 
Waktu yang 

Diperlukan 

a. Konsep Surat 5 surat/ minggu 20 Menit/ Surat 

b. Konsep U ndangan 10 surat 15 menit/ Surat 

undangan / minggu Undangan 

c. Konsep Nota Dinas 2 Nota Dinas/ hari 10 menit/ Nota 

Din as 

18. Butir Informasi Lain 

Butir informasi la in merupakan paparan masalah atau temuan-temua n 

yang diperoleh di lapangan pada saat pen gumpulan data Analisis 

J a batan yang berkaita n dengan kepegawaian , organisasi, atau tata 
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laksana. Informasi atau laporan dapat berupa hal-h al yang 

meny1mpang sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk dilakukan 

pembenahan dengan Analisis Jabatan atau memerlukan kebijakan 

un tuk pemecahan masalah. 

Contoh: 

Butir informasi lain yang menjadi temuan lapangan antara lain: 

a. ditemukannya duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja; 

b. ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yang tidak dapat 

dijabarkan lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu 

sempit, atau kurang memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja 

C. PENUTUP 

Pelaksanaan Analisis Jabatan harus dilakuka n komprehensif dan 

menyeluruh. Sehingga hasil penataan jabatan yang dilakukan dapat 

mengantisipasi kebutuhan jangka panjang dan tidak bersifat temporer . 

Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan yang disusun, sela in dapat 

memberikan arahan dan acuan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas 

dan fungsi penataan j abatan dalam melaksanakan kegiatan Analisis 

Jabatan, juga agar seluruh pemangku jabatan di unit kerja di lingkungan 

Setjen dan BK DPR RI lainnya dapat memahami informasi yang dituangkan 

dalam uraian jabatan yang dipangkunya. Selain itu, bagi organisasi sendiri 

diharapkan agar dengan adanya pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan ini, 

pelaksanaan penataan jabatan yang dilaksanakan dapat berjalan selaras 

dengan program reformasi birokrasi di bidang penataan sistem manajemen 

sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan good governance 

di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

Dr. W~~ S, M.Si. 
NIP. 19561125 198203 2 002 
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